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Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026; 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, berdasarkan dalam 
ketentuan Pasal · 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
mengamanatkan bahwa Penetapan Rencana Strategis 
(Renstra) Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 
1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD 
ditetapkan; 

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sistematika dan 
substansi penulisan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan ketentuan 
dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 
2021-2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Lembaran Negara Republik Nomor 4421); 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6516); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 
dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekenomian Nasional dan/ atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indensia 
Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Mengingat 
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6573); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4851); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5059); sebagaimana telah diubah dengan Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573}; 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398}; 

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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Tegal-Pemalang; 

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
52, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6633); 

19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang 
Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal 
Semarang-Salatiga-demak-Gro hogan, Kawasan Purworejo 
Wonoso bo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes- 
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Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 78), 
sebagaimana telah diubah denganPeraturan Daerah 

~ 

dan Nomenklatur Kodefikasi, tentang Klasifikasi, 

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 
2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 10); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di 
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarustamaan 
Gender di Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
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Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 
2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2019 Nomor 110); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 10 Tahun 
2011 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2011 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 
98); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 
2012 ten tang Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri 
Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 
175; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 
2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonogiri Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 187); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 192); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 2 Tahun 
2021 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah 

~ 
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adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari 

Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang 

selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan 

Tahun 2024. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah 

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun 

dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 
2021-2026. 

Menetapkan : 

Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 193); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 
196); 
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Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 
untuk periode 5 (lima) tahun. 

Pasal 2 

BAB II 

RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 

2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh} tahun terhitung sejak 

tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung 

sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. 

9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021-2026. 

10. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Perbub 

Kabupaten Wonogiri. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. 

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 

(satu) tahun. 

13. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah. 

14. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan 

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku 

kepentingan di dalarnnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian 

sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 

dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. 
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9. Lampiran IX 
10. Lampiran X 
11. Lampiran XI 

8. Lampiran VIII 

7. Lampiran VII 

5. Lampiran V 
6. Lampiran VI 

: Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri; 
: Sekretariat DPRD Kabupaten Wonogiri; 
: Inspektorat Daerah Kabupaten Wonogiri; 
: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Wonogiri; 
: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonogiri; 
: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Wonogiri; 
: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Wonogiri; 

: Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata 
Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri; 
: Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri; 
: Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 

Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Kabupaten Wonogiri; 

1. Lampiran I 
2. Lampiran II 
3. Lampiran III 
4. Lampiran IV 

Pasal 5 
(1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026, memuat 

rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator, kelompok sasaran dan 
pendanaan indikatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 
atas: 

Pasal 4 
Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat 
Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD 

Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah 
Tujuan dan sasaran 
Strategi dan arah kebijakan 
Rencana program dan kegiatan serta pendanaan 
Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan 
Penutup 

BAB III 
BAB IV 
BABV 
BAB VI 
BAB VII 
BAB VIII 

Pasal 3 
Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun 
dengan sistematika sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan 
BAB II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah 
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: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Wonogiri; 

: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 

Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Koperasi, U saha Kecil Dan Menengah Dan 

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten 

Wonogiri; 

: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten 

Wonogiri; 

: Dinas Kelau tan Dan Perikanan Dan Peternakan 

Kabupaten Wonogiri; 

: Dinas Kearsipan Kabupaten Wonogiri; 

: Satuan Palisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri; 

: Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri; 

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Wonogiri; 

: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Wonogiri; 

: Kecamatan Wonogiri; 

: Kecamatan Selogiri; 

: Kecamatan Nguntoronadi; 

: Kecamatan Ngadirojo; 

: Kecamatan Wuryantoro; 

: Kecamatan Manyaran; 

: Kecamatan Baturetno; 

: Kecamatan Giriwoyo; 

: Kecamatan Jatisrono; 

: Kecamatan Jatiroto; 

29. Lampiran XXIX 

30. Lampiran XXX 

31. Lampiran XXXI 

32. Lampiran XXXII 

33. Lampiran XXXIII 

34. Lampiran XXXIV 

35. Lampiran XXXV 

36. Lampiran XXXVI 

37. Lampiran XXXVII 

38. Lampiran XXXVIII 

28. Lampiran XXVIII 

27. Lampiran XXVII 

24. Lampiran XXIV 

25. Lampiran XXV 

26. Lampiran XXVI 

23. Lampiran XXIII 

19. Lampiran XIX 

20. Lampiran XX 

21. Lampiran XXI 

22. Lampiran XXII 

18. Lampiran XVIII 

16. Lampiran XVI 

1 7. Lampiran XVII 

15. Lampiran XV 

14. Lampiran XIV 

13. Lampiran XIII 

12. Lampiran XII 
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BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 
Pada saat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 belum tersusun, maka 
penyusunan Renja Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD dan RPJPD. 

Pasal 7 
Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis 
terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

Pasal 6 
Perubahan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

BAB III 
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 

(3) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan: 
a. Sistematika dan subtansi penulisan Renstra Perangkat Daerah; 
b. RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2021-2026. 

: Kecamatan Eromoko; 
: Kecamatan Pracimantoro; 
: Kecamatan Purwantoro; 
: Kecamatan Kismantoro; 
: Kecamatan Batuwarno; 
: Kecamatan Karangtengah; 
: Kecamatan Giritontro; 
: Kecamatan Paranggupito; 
: Kecamatan Jatipurno; 
: Kecamatan Slogohimo; 
: Kecamatan Tirtomoyo; 
: Kecamatan Sidoharjo; 
: Kecamatan Girimarto; 
: Kecamatan Bulukerto; 
: Kecamatan Puhpelem. 

39. Lampiran XXXIX 

40. Lampiran XL 
41. Lampiran XLI 
42. Lampiran XLII 
43. Lampiran XLIII 
44. Lampiran XLIV 
45. Lampiran XLV 
46. Lampiran XLVI 
4 7. Lampiran XLVII 
48. Lampiran XLVIII 
49. Lampiran XLIX 
50. Lampiran L 
51. Lam piran LI 
52. Lampiran LII 
53. Lampiran LIII 
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pada tanggal 21 September 2021 

• 

pada tanggal 21 September 2021 

/,BUPATI WONOGIRI, \ 

Diundangkan di Wonogiri 

Ditetapkan di Wonogiri 

Pasal 9 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri 

BABV 

KETENTUAN PENUTUP 

.. 


